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PENGURANGAN KETIMPANGAN 

PEMBANGUNAN WILAYAH

A. KONDISI UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan pembangunan antarwilayah, meningkatnya tuntutan daerah, dan kemungkinan disintegrasi bangsa.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya sekitar 3,18 persen, sedangkan di Papua sekitar 38,69 persen. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih juga terjadi antarwilayah, dimana penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di NTB rata-rata hanya bersekolah selama 5,8 tahun. Hanya sekitar 30 persen penduduk Jakarta yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih, tetapi di Kalimantan Barat lebih dari 70 persen penduduk tidak mempunyai akses terhadap air bersih. 

Data BPS tahun 2004 mengenai penguasaan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) seluruh provinsi dan lajur pertumbuhan PDRB antarprovinsi menunjukkan bahwa Provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra menguasai sekitar 22,2 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 9,3 persen, Sulawesi menguasai 4,2 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 sebesar 10,71 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen, provinsi di Kalimantan 5,72 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,22 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar 4,34 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah. 

Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan. 

Ketimpangan desa-kota juga disebabkan oleh urbanisasi dan proses aglomerasi yang berlangsung sangat cepat. Saat ini, terdapat 14 kota metropolitan di Indonesia yang sebagian besar (11 kota) terletak di Jawa. Masalah lainnya adalah menurunnya luas rata-rata penguasaan tanah per rumah tangga pertanian, yang berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan  menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan. Rata-rata penguasaan tanah di Jawa diperkirakan hanya mencapai 0,2 hektar per rumah tangga pertanian. 

RPJMN 2004-2009 telah menyebutkan pembangunan kawasan perbatasan menjadi beranda depan negara. Sampai dengan tahun 2005 kawasan perbatasan belum mendapat perhatian yang memadai. Garis batas antarnegara di Kalimantan, Papua, NTT dan Sulawesi Utara yang tidak jelas telah menimbulkan kesalahpahaman antarmasyarakat dan kegiatan ilegal di sekitar perbatasan. Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2005 antara lain: tersusunnya konsep rencana induk dan lembaga pengelola wilayah perbatasan; penetapan PERPRES No. 78 TAHUN 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; terlaksananya upaya pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara terpadu di beberapa wilayah  (Pulau Wetar di Maluku, Pulau Enggano di Bengkulu); terlaksananya upaya reklamasi pulau kecil terluar yang terancam hilang (Pulau Nipah di Kepulauan Riau); pelaksanaan pemetaan, survei delineasi, demarkasi, dan densifikasi serta investigasi, rekonstruksi dan pemeliharaan  batas darat; tersusunnya konsep rencana tata ruang wilayah perbatasan negara; terlaksananya pertemuan bilateral antara Indonesia dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Australia, dan Timor Leste melalui forum Joint Technical Sub Committee on Survey, Demarcation, NAD Mapping (JTSC), JSCS, GBC, Staff Planning Committee (SPC); finalisasi MOU lintas batas RI-Malaysia; terbentuknya kelembagaan khusus pengelolaan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat; terlaksananya pembinaan pos lintas batas dan kelembagaan di Provinsi Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur; terlaksananya kerjasama ekonomi melalui penanaman modal dalam pengembangan kawasan khusus di beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dalam kerangka Sosek Malindo; tersusunnya data dasar dan peta wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar; serta terjalinnya jaringan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan wilayah perbatasan.
Pada tahun 2006 diharapkan dapat tersusun perencanaan pembangunan kawasan perbatasan secara komprehensif dan terpadu antarsektor sebagai beranda depan negara melalui penyusunan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan dan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Antarnegara. Dari aspek penetapan garis batas internasional, diperkirakan akan dicapai hasil antara lain perundingan dan penetapan batas maritim dengan Malaysia dan beberapa negara tetangga lainnya; pengajuan amandemen Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) kepada International Maritim Organization (IMO); dan melanjutkan penyusunan RUU tentang batas wilayah kedaulatan NKRI. Dari aspek keamanan wilayah perbatasan mencakup pembukaan dan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara; serta pembangunan tugu batas, dermaga suar, dan sarana komunikasi di 9 pulau kecil terluar prioritas. Dari aspek pengembangan wilayah perbatasan mencakup inisasi penyusunan kebijakan insentif dana untuk pengembangan wilayah perbatasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta mensosialisasikannya kepada seluruh sektor terkait; melanjutkan proses penetapan Rencana Tata Ruang Perbatasan Kalimantan Sabah Sarawak (KASABA) serta RTR Perbatasan NTT, Sulawesi Utara, dan Papua; melanjutkan fasilitasi pengembangan produk potensi lokal di Kabupaten Belu, Alor, Rote Ndao, dan Kupang; melanjutkan inisiasi Penetapan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Perbatasan; melanjutkan inisiasi penyusunan kelembagaan perbatasan; identifikasi 15 kabupaten tertinggal yang ada di daerah perbatasan yang memiliki produk unggulan dengan segala permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan peningkatan daya saingnya; monitoring implementasi Jakstranas Pulau-pulau Kecil Terluar (PPK) di P. Wetar (Maluku), P. Enggano (Bengkulu), P. Sebatik (Kaltim); dan sinkronisasi Jakstranas PPK dengan departemen terkait lainnya.

Pembangunan wilayah terisolir pada tahun 2005 telah mencapai hasil antara lain tersusunnya konsep kebijakan, strategi nasional pembangunan daerah tertinggal yang berisi uraian definisi dan batasan, konsep kebijakan dan program prioritas bagi percepatan pembangunan di daerah tertinggal; teridentifikasikannya 199 kabupaten tertinggal untuk jangka perencanaan 2006–2009; terbentuknya kerjasama antara Kementerian PDT, Bappenas, dan Bank Dunia dalam pengembangan daerah tertinggal; tersusunnya kebijakan pengembangan infrastruktur perdesaan daerah tertinggal; tersusunnya kebijakan penyerasian pembangunan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; tersusunnya kajian pembinaan masyarakat pedalaman dan pemberdayaan komunitas adat terpencil; dilaksanakannya pengembangan wilayah tertinggal di beberapa provinsi dengan pendekatan penyediaan sarana dan prasarana dasar; dilaksanakannya pengembangan wilayah tertinggal di beberapa permukiman transmigrasi lama melalui skim pengembangan permukiman transmigrasi; tersedianya data dan informasi tentang kabupaten dan wilayah tertinggal; serta terjalinnya jaringan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal.
Pada tahun 2006 perkiraan hasil yang akan dicapai antara lain terbangunnya prasarana sumberdaya air di pulau-pulau kecil di Maluku dan Sulawesi Utara; terbangunnya prasarana jalan dan jembatan di pulau-pulau terpencil di Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Utara, Papua, dan lain-lain; terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di pulau-pulau terpencil dan terisolir; berkembangnya listrik perdesaan di 10 provinsi; terbangunnya prasarana  keenergian dan listrik perdesaan yang berbasis sumberdaya alam lokal di 20 kabupaten melalui program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT); meningkatnya ketersediaan air bersih di 20 lokasi daerah tertinggal; meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pulau-pulau terpencil; tersusunnya strategi daerah (STRADA) pembangunan daerah tertinggal; tersusunnya naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Pola Pembangunan Daerah Tertinggal; serta tersusun dan terpetakannya potensi daerah tertinggal dalam rangka pengembangan kawasan produksi dan investasi di daerah tertinggal.

Pembangunan wilayah perbatasan dan terisolir akan didukung dengan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh, melalui kawasan andalan, kawasan transmigrasi, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Kawasan tersebut berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah tertinggal dan perbatasan di sekitarnya. Kawasan transmigrasi sebagai kawasan cepat tumbuh yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan telah dibangun di 15 kabupaten dari 20 kabupaten kawasan perbatasan. Pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh tersebut pada tahun 2005 diwujudkan melalui tersusunnya pedoman dan strategi pengembangan kawasan; pengembangan sistem kelembagaan kawasan andalan cepat tumbuh di 3 provinsi; agenda koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR); pengerahan transmigrasi dan pembangunan sarana prasarana kawasan transmigrasi; pengembangan sektor ekonomi berbasis produk unggulan melalui sentra produksi, kajian pengembangan Free Trade Zone (FTZ) pada kawasan andalan dan KAPET di 4 provinsi KTI, dan peningkatan MOU KAPET untuk berinvestasi di kawasan industri. Sementara pada tahun 2006, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dilakukan melalui koordinasi intensif dalam pengembangan sarana prasarana dan sistem jaringan perhubungan antar kawasan; pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah; pengembangan kawasan transmigrasi; meneruskan kebijakan pengembangan FTZs; implementasi koordinasi kerjasama KESR melalui pengembangan sarana prasarana dan penataan ruang di wilayah strategis; pengembangan sistem kelembagaan; serta pengenalan pengelolaan aspek informasi dan sistem insentif di daerah.

Pada tahun 2005, dalam rangka pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota, telah dilaksanakan fasilitasi pengembangan pola kerja sama antarkota; dan pengembangan prasarana dan sarana perhubungan antarkota. Selain itu, dalam rangka pengembangan kota-kota menengah dan kecil telah dilaksanakan revitalisasi kawasan perkotaan/permukiman; penanganan air limbah melalui pengembangan sistem terpusat di kota menengah; dan pemberian bantuan rintisan penanganan persampahan dan drainase di kota-kota menengah. Selanjutnya, telah dilakukan pula upaya untuk mengendalikan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan melalui revitalisasi kawasan perkotaan, penanganan air limbah, pemberian bantuan rintisan penanganan persampahan dan drainase di beberapa kota besar; dan pemberian bantuan teknis berupa Penyusunan Rencana Induk Sistem Prasarana Perkotaan Metropolitan dan Penyusunan Strategi Pengembangan Perkotaan Metropolitan. Pencapaian yang diharapkan dari pembangunan perkotaan pada tahun 2006 adalah meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan; tersusunnya dan tersosialisasinya pedoman dan strategi pembangunan perkotaan; meningkatnya kualitas aparatur dalam pengelolaan kawasan perkotaan; dan meningkatnya kerjasama antar kota.

Pengurangan kesenjangan antarwilayah juga terkait dengan penataan ruang. Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2005 di bidang penataan ruang mencakup sosialisasi perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; pembahasan RTR Pulau Sumatra, Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sulawesi; penyusunan Rapermendagri  tentang  penyelenggaraan  penataan  ruang  daerah; penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) penyusunan rencana tata ruang; penyusunan rencana tata ruang di kawasan strategis nasional di Jawa dan Sulawesi; penyusunan rencana tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di 8 lokasi; peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelaksanaan bantuan teknis dan pembinaan teknis di beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran dan Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) di Kalimantan; pelaksanaan koordinasi penataan ruang melalui Rakernas BKTRN dan Raker Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali dan Sumatra; dan pembentukan kerjasama antar kawasan laut di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. 

Pada tahun 2006 diharapkan dapat diperoleh hasil-hasil berupa finalisasi perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelaksanaan bantuan teknis dan pembinaan teknis, antara lain penyiapan zoning regulation, penyusunan rencana tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; tersusunnya norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penyusunan rencana tata ruang di kawasan strategis nasional di Sumatra; tersusunnya rencana tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di 6 lokasi; tersusunnya rencana aksi pemanfaatan ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di 11 lokasi; meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah melalui pelaksanaan bantuan teknis dan pembinaan teknis di beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran; terlaksananya koordinasi penataan ruang melalui Rakerda BKTRN dan Raker BKPRD; terbentuknya kerjasama pemanfaatan ruang laut; dan sosialisasi penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di 12 lokasi.

Di bidang pertanahan, pada tahun 2005 telah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain penyusunan 3 RUU dan 1 RPP (RUU Sumber Daya Agraria, Hak Tanah, Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, dan RPP Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai penyempurnaan PP No. 224 Tahun 1961);  pengembangan sistem komputerisasi kantor pertanahan di 25 Kantor Wilayah BPN Provinsi dan 41 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan pengembangan sistem informasi geografi pada 20 kabupaten/kota; pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) melalui inventarisasi dan registrasi P4T serta sertifikasi tanah sebanyak 51.238 bidang; penertiban administrasi landreform untuk 2.000 bidang tanah; penyusunan data pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah di 12 provinsi; inventarisasi aspek pertanahan pada 6 daerah prioritas (konflik dan perbatasan); penataan pemanfaatan 5.100 bidang tanah melalui penyusunan neraca penggunaan tanah di 31 Kabupaten/Kota; pengendalian penggunaan tanah seluas 92.400 Ha dan penertiban kewajiban pemegang hak atas tanah pada 91.311 bidang tanah serta inventarisasi data pertanahan yang meliputi pemetaan penggunaan tanah seluas 17.166.875 Ha; (10) pemetaan kemampuan tanah seluas 4.235.000 Ha; digitalisasi peta seluas 13.839.375 Ha; identifikasi dan penegasan tanah negara di 16 lokasi;  pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah seluas 64.050 Ha, penerbitan sertifikat pendaftaran tanah sistematis sebanyak 215.000 bidang, pembuatan peta dasar pendaftaran tanah seluas 150.000 Ha, serta pengukuran dan pemetaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) orde 2 di 150 titik; pengembangan kelembagaan pertanahan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan untuk 676 pegawai, 624 siswa dan 308 orang serta pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor sebanyak 18 unit.

Kegiatan pengelolaan pertanahan pada tahun 2006 melanjutkan kegiatan pada tahun 2005 dengan harapan dapat terselesaikannya beberapa peraturan perundangan pertanahan yang meliputi penyelesaian satu rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah; tercapainya percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk kelompok masyarakat miskin dan transmigrasi sebanyak 830.000 bidang tanah serta terlaksananya penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dengan melakukan konsolidasi 10.000 bidang tanah dan redistribusi 30.000 bidang tanah. 

Pada tahun 2007 terdapat beberapa permasalahan utama yang diperkirakan akan menghambat bagi pengurangan ketimpangan wilayah. Pertama adalah permasalahan di wilayah perbatasan yaitu: (1) belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara; (2) penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan; dan (3) rendahnya kesejahteraan masyarakat karena kurang optimalnya pelayanan sosial dasar yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana.

Kedua, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah terisolir, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

Ketiga adalah di wilayah strategis dan cepat tumbuh yaitu: (1) rendahnya sumber daya manusia, baik pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku pengembangan kawasan; (2) terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara pusat pertumbuhan wilayah atau pasar dengan wilayah pendukung sekitarnya; (3) belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi; (4) belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola baik untuk pengelolaan pengembangan kawasan yang terpadu, dan berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkannya; serta (5) koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku yang belum optimal untuk meningkatkan kualitas produk-produk unggulan, sehingga dapat menciptakan sinergitas antar kawasan, menciptakan nilai tambah yang besar, dan pada akhirnya meletakkan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi daerah, dalam satu sistem keterkaitan antara wilayah strategis cepat tumbuh dengan wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal.

Keempat dalam bidang perkotaan antara lain (1) kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional dalam pengembangan wilayah. Pembangunan kota-kota yang hirarkis belum sepenuhnya terwujud sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah pengaruhnya. Keterkaitan antar kota-kota dan antar kota-desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis. Masih banyak diantaranya yang berdiri sendiri atau bahkan saling merugikan. Akibat nyata dari kesemua hal tersebut adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan tertinggal; dan (2) belum maksimalnya pelayanan kota bagi masyarakat. Pelayanan perkotaan bagi masyarakat, baik pelayanan fisik maupun pelayanan publik saat ini belum mencapai hasil yang maksimal. Rendahnya kualitas pelayanan disebabkan daya dukung perkotaan yang semakin rendah akibat dari perkembangan kota yang tidak terkendali akibat dari arus urbanisasi yang tinggi tanpa disertai oleh proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Agenda mendesak terkait dengan masalah ini adalah penyediaan fasiltas pelayanan minimum bagi penduduk perkotaan, dan  peningkatan kualitas aparat dalam mendukung pelayanan publik bagi penduduk perkotaan. 

Kelima adalah di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan (5) masih besarnya potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil karena kurangnya koordinasi penataan ruang dan belum lengkapnya pedoman penatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Keenam adalah di bidang pertanahan yaitu: (1) masih adanya potensi sengketa dan konflik pertanahan yang tinggi akibat aturan hukum yang mengatur pengelolaan pertanahan belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum; (2) lemahnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah menjadi kurang terlindungi, tidak terkecuali bagi masyarakat petani di perdesaan; (3) akses petani terhadap tanah semakin mengecil dari tahun ke tahun; dan (4) terjadinya fragmentasi tanah pertanian, yang menyebabkan penguasaan petani terhadap tanah pertanian terus mengecil hingga berada jauh di bawah skala ekonomi yang layak. 

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007
Sasaran pembangunan tahun 2007 untuk pengurangan ketimpangan wilayah adalah:

1. Tertatanya kelembagaan yang berwenang melakukan pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar di tingkat pusat, provinsi, serta di 20 kabupaten perbatasan dari 44 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, dengan prioritas awal pada penataan kelembagaan di tingkat pusat dan provinsi serta beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara.

2. Tertatanya garis batas (demarkasi dan deliniasi) negara di 20 kabupaten perbatasan dari 44 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana kapabeanan, keimigrasian, karantina, dan kualitas  keamanan (CIQS) di 20 kabupaten perbatasan dari 44 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, dengan prioritas awal pada wilayah provinsi dan kabupaten di Kalimantan, NTT, Papua, Sulawesi Utara, dan di wilayah yang memiliki pulau-pulau kecil terluar.

4. Meningkatnya pelayanan sosial dasar dan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil serta wilayah terisolir yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai termasuk transportasi, komunikasi, dan informasi, dengan prioritas awal pada wilayah perbatasan di Kalimantan, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara.
5. Terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, serta wilayah terisolir. 
6. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang terintegrasi antara wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah perbatasan, dan wilayah tertinggal, terutama dalam meningkatkan peran aktif dunia usaha dalam pengembangan wilayah.
7. Meningkatnya kualitas dan kemandirian sumberdaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di daerah secara berkesinambungan. 
8. Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur ekonomi untuk mempercepat pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang mendorong pengembangan kawasan perbatasan dan tertinggal di sekitarnya.
9. Memantapkan pengembangan peran dan fungsi kota-kota dalam mendukung perwujudan sistem kota-kota nasional.
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, pengelolaan dan pembiayaan dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan perkotaan, terutama dalam manajemen pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
11. Terwujudnya penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral.
12. Terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang mampu menyelesaikan dan mengantisipasi terjadinya konflik pemanfaatan ruang.
13. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
14. Bertambahnya akses masyarakat perdesaan terhadap pemilikan sertifikat serta struktur penguasaan tanah yang mendukung perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Arah kebijakan pembangunan tahun 2007 untuk pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah untuk wilayah perbatasan dan terisolir adalah: (1) Pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar, dengan fokus pada: (a) Penegasan dan penataan batas negara di darat dan di laut termasuk di sekitar pulau-pulau kecil terluar; (b) Peningkatan kerjasama bilateral di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara tetangga; (c) Penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; dan (d) Pemihakan kebijakan pembangunan untuk percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; (2) Percepatan pembangunan wilayah terisolir, dengan fokus pada: (a) Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah terisolir; dan (b) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah terisolir.
Untuk wilayah strategis dan cepat tumbuh arah kebijakannya meliputi: (1) Penyusunan kajian, kebijakan, standar, dan rencana tindak termasuk konsep-konsep strategis pengembangan wilayah; (2) Pembangunan dan fasilitasi penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi pendukung kawasan unggulan; (3) Peningkatan peran pemerintah daerah sebagai perencana dan pengelola pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah dalam: (a) pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan unggulan; (b) peningkatan kerjasama antarwilayah, antarsektor, dan antarpelaku untuk pengembangan kawasan; (c) pengembangan sistem insentif untuk mendorong pengembangan kawasan; serta (d) pengembangan sistem data dan informasi untuk pengembangan daya saing kawasan.

Bidang perkotaan arah kebijakannya adalah: (1) Mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi; (2) Menyusun dan menyiapkan struktur perkotaan Indonesia dalam usaha memantapkan peran serta fungsi kota untuk mendukung  pengembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang sinergis dan saling mendukung; dan (3) Peningkatan kapasitas SDM, pembiayaan serta kelembagaan pusat dan daerah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan.

Untuk penataan ruang arah kebijakannya adalah (1) Percepatan penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan revisi UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, serta (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan yang mampu melaksanakan koordinasi dan membentuk kesepakatan dan kerjasama antarsektor dan antarwilayah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan bidang pertanahan adalah (1) Pengembangan sistem pendaftaran tanah yang dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah, serta (2) Menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
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